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ABSTRACT

In the event that there is demand for assets confiscation of bank customers by the court in a civil case , the bank must satisfy these requests without the need to break the bank secrecy provisions . So in a nutshell are as follows : Officers who conduct forfeiture of the deposit from customer deposits and the goods must surrender warrant ; foreclosures signed by the authorized officer concerned agencies ; confiscation for the benefit of a criminal case must submit a letter in addition to confiscation orders , officials are also concerned should mnyerahkan license from the Chairman of the local District Court , except in cases of very necessary and urgent it without a permit from the Chairman of the local Courts ; confiscation for the benefit of civil cases in addition must submit a warrant of seizure, officials are also concerned must submit a letter of Determination oppression Judge the local court ; When officials confiscate customer deposits with financial data customers want to know who confiscated , the official concerned must first obtain written permission from the Management of Bank Indonesia .
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Sekalipun suatu bank secara hukum telah dilahirkan sebagai suatu badan hukum, yaitu dengan telah selesai dibuatnya anggaran dasar bank tersebut oleh notaris dan disahkannya anggaran dasar itu oleh Departemen Kehakiman dan kemudian telah diperkenankan beroperasi sebagai bank, yaitu dengan telah dikeluarkannya izin usaha oleh Menteri Keuangan, tetapi suatu bank tidak mungkin dapat menjalankan usahanya dengan memadai dalam kegiatan pemberian kredit, bila bank tersebut tidak mempunyai dana yang cukup. Hanya dengan mengandalkan dana yang berasal dari modalnya sendiri saja, yaitu yang disetorkan oleh para pemegang saham, tidaklah cukup.

Agar bank tersebut dapat memiliki dana yang cukup, maka bank tersebut harus mampu dan berhasil menghimpun dana yang cukup jumlahnya dari pihak ketiga, terutama dari masyarakat. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh suatu bank apabila masyarakat mempunyai kepercayaan terhadap bank tersebut. Kepercayaan tersebut hanya dapat diperoleh apabila bank tersebut dapat membuktikan dirinya sebagai bank yang sehat.

Dana masyarakat inilah yang merupakan dana utama bagi suatu bank untuk kegiatan perkreditannya. Modal bank hanyalah merupakan bagian kecil saja dari dana yang disalurkan oleh bank dalam kegiatan perkreditannya. Ketentuan Pasal 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank memungkinkan bagi suatu bank untuk cukup hanya memiliki modal sendiri minimum 8% saja dari akivanya. Hal itu berarti bahwa pada hakekatnya suatu suatu bank bekerja dengan dana yang sebagian besar bukan berasal dari pemilik bank itu, tetapi dengan sebagian besar dana yang berasal dari masyarakat. Dari keterangan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa dana milik masyarakat adalah sokoguru dari suatu bank.

Dalam menyongosong era globalisasi yaitu dengan membangun atas dasar kemampuan dan kekuatan bangsa sendiri, dunia usaha termasuk di dalamnya usaha perbankan, diharapkan dapat memback-up investasi dalam usaha perbankan dan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

Kebijasanaan ekonomi secara makro akan terus diupayakan, hal ini terdiri dari :

1. Kebijaksanaan fiskal dengan segala langkah yang dilakukan terhadap sektor-sektor pengeluaran dan penerimaan yang mendukung pelaksanaan anggaran negara yang berimbang dan dinamis.

2. Kebijaksanaan moneter yang hati-hati dan konsisten. Kebijaksanaan moneter yang hati-hati menyangkut aspek menjaga nilai rupiah agar tidak bergejolak terhadap harga barang atau pengendalian laju inflansi yang cukup ketat serta menjaga nilai rupiah agar tetap realistis terhadap nilai mata uang lain.

Dalam beberapa hal sektor moneter merupakan cermin sektor riel, sedangkan dalam hal lain bersifat komplemen. Karena itu kadangkala hal-hal yang belum dicapai lewat sektor riel, didorong melalui sektor keuangan. Tetapi hal ini tidak terjadi secara otomatis, bahkan pada dasarnya yang satu bukan pengganti yang lain. Karena itu dorongan untuk meningkatkan efisiensi melalui deregulasi sektor keuangan harus diimbangi dengan kebijaksanaan serupa pada sektor riel, baik kegiatan produksi maupun distribusi, investasi maupun konsumsi.

Kebijaksanaan yang bersifat mikro, yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas dunia usaha serta administrasi Pemerintah. Agar sektor pemerintah benar-benar efektif dan efisien dalam memberikan dorongan dan meenciptakan iklim usaha yang sehat, perlu dilakukan perbaikan dalam sumber daya manusia dan kelembagaannya dengan pelatihan, pendidikan dan perbaikan pengawasan. Hal yang sama juga harus dilakukan dunia usaha, baik yang besar, sedang maupun kecil, swasta, BUMN maupun koperasi, yang bergerak di semua sektor.

Semua langkah baik makro maupun mikro, jelas memerlukan dukungan dari sektor perbankan yang sehat, efisien dan tangguh. Upaya mewujudkan industri perbankan yang sehat terus dilakukan. Dalam kaitan dengan kredit bermasalah yang dialami bank-bank, Bank Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Penyelesaian kredit bermasalah

2. Mencegah timbulnya kredit bermasalah baru

3. Membina bank yang menghadapi kredit bermasalah

Kemelut kredit macet terutama dalam jumlah besar, seringkali mengganggu kondisi keuangan bank, yang pada skala makro dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Jika kemacetan kredit menimpa bank, akan berpengaruh luas kepada masyarakat, baik nasabah maupun masyarakat umum. Keinginan menyelesaikan kasus kredit macet seringkali terhadang ketentuan rahasia bank. Bank tidak mau memberikan informasi keadaan keuangan debitur nakal dengan dalih demi menjada rahasia bank. Padahal ketentuan rahasia bank semata-mata dimaksudkan untuk melindungi kepentingan individu. Ketentuan tersebut hanya pantas ditetapkan pada debitur yang baik dan tidak pernah menilep uang bank.

Melihat sakralnya ketentuan rahasia bank, banyak kalangan menghendaki agar ketentuan rahasia bank tersebut direvisi. Ada yang berpendapat bahwa rahasia bank seringkali menimbulkan kontroversi dan kesulitan dalam penyelesaian kredit bermasalah. Disamping itu, kurang memberikan rasa keadilan terutama bagi masyarakat luas yang juga ikut berkepentingan terhadap penyelesaian kasus kredit macet yang diderita sebuah bank.

Dari uraian tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi “PELAKSAAN PEMBLOKIRAN REKENING BANK OLEH PERBANKAN KAITANNYA DENGAN RAHASIA BANK DALAM PRAKTEK”. Disamping itu pula, penulis ingin mengetahui bagaimanakah masalah penyitaan atau pemblokiran rekening dan bagaimana pula masalah tentang informasi rahasia bank.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
Sebenarnya masalah-masalah yang berhubungan dengan penulisan ini cukup banyak, akan tetapi untuk mempermudah dalam penulisan ini diperlukan adanya rumusan dan pembatasan terhadap masalah, hal ini agar dalam pembahasan masalah akan lebih terarah sehingga mudah dimengerti.

Adapun perumusan dan pembatasan masalah tersebut adalah :

1. Bagaimanakah masalah penyitaan/pemblokiran rekening pada suatu bank ?

2. Bagaimana pula masalah mengenai informasi rahasia bank ?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
a. Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1) Untuk memperoleh data yang konkrit berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab suatu masalah.

b. Kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah :

1) Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah sehingga permasalahannya segera dapat diatasi.

2) Untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah.
D. Metode dan Teknik Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang Penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan teknik penelitian sebagai berikut :

a. Penelitian kepustakaan

Yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengumpulakan data-data dan mempelajari buku-buku pada perpustakaan yang ada kaitannya dengan penelitian.

b. Penelitian lapangan

Yaitu penelitian langsung dengan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Samarinda
c. Penelitian Dokumen

Yaitu meneliti dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dalam Praktek Perbankan di Indonesia.

BAB II
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Masalah Penyitaan / Pemblokiran Rekening

Mengenai penyitaan/pemblokiran tidak melanggar rahasia bank sepanjang tidak ada pengungkapan mengenai data keuangan nasabah. Penyitaan secara umum dapat diartikan sebagai tindakan oleh pihak yang diberi wewenang untuk menempatkan di bawah penguasaannya benda-benda tertentu. Dalam hal yang disita adalah rekening nasabah, maka sebagai realisasinya bank selanjutnya memblokir benda yang disita tersebut. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan atau permintaan polisi atau kejaksaan telah disita sejumlah uang milik nasabah. Atas dasar permintaan dari polisi atau penyidik tersebut, bank kemudian memblokir rekeningnya sehingga tidak dapat lagi digunakan.

Dalam penyitaan apabila tidak ditanyakan/diminta mengenai data keuangan nasabah, maka tidak perlu ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Misalnya penyidik datang ke bank membawa surat perintah dari atasan untuk memblokir rekening X yang merupakan nasabah suatu bank. Atas dasar surat perintah kepolisian tersebut, bank kemudian memblokir rekening nasabah yang bersangkutan sehingga danya tidak bisa lagi ditarik. Apabila penyidik tersebut menanyakan lebih jauh atau ingin memeriksa rekening nasabah yang bersangkutan, dengan demikian itu termasuk data keuangan nasabah, maka bank tidak akan memberi izin sepanjang tidak disertai izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

Penyitaan saja tanpa ada permintaan untuk memeriksa rekening dan mengenai jumlah bisa saja diberikan. Jika menyangkut berapa besar jumlah rekening harus ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Demikian pula apabila sudah ada sita eksekusi (Executorial Beslag), tetap harus ada izin Pimpinan Bank Indonesia jika ingin mengetahui data keuangan nasabah. Bank tidak dapat memberikan data keuangan nasabah tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.

Misalnya dalam sita eksekusi (Executorial Beslag) tentunya disebutkan jumlah, kalau jumlahnya itu mencukupi maka bank itu akan memberi sebatas jumlah yang diputuskan di pengadilan. Dalam hal jumlahnya kurang, maka bank akan menolak dan tetap tidak akan memberi informasi berapa jumlah yang sebenarnya karena menyangkut rahasia bank. Bank hanya akan menyatakan bahwa jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang diputuskan di pengadilan. Jika jumlahnya lebih, pihak yang memenangkan perkara hanyamemperoleh sebesar yang ditentukan pengadilan. Bank tetap tidak akan memberi informasi berapa jumlah sebenarnya. Jadi dalam sita eksekusi bisa dengan izin Pimpinan Bank Indonesia dan bisa saja tanpa izin.

Adapun mengenai pihak ketiga yang ingin memblokir dana milik lawan berperkaranya yang ada di bank, maka permohonan itu dimintakan kepada hakim. Kemudian hakim yang akan memutuskan apakah permohonan pemblokiran ini dikabulkan atau tidak. Apabila dikabulkan maka biasanya hakim akan mengeluarkan putusan yang memerintahkan juru sita untuk memblokir rekening nasabah tersebut berdasarkan putusan hakim. Selanjutnya juru sita meminta kepada bank agar rekening nasabah diblokir. Atas dasar ini bank memblokir rekening tersebut. Alasan mengapa nasabah tidak dapat memblokir karena ketentuan-ketentuan peraturan telah menentukan secara limitatif pihak-pihak mana saja yang dapat memblokir rekening nasabah. Akan tetapi pihak bank tetap merahasiakan rekening atau jumlah kredit mantan nasabah, karena diatur dalam pasal 322 dan 323 KUHP. Mantan pengurus bank juga terkena pasal tersebut.

 Adapun pelaksanaan pemblokiran atau penyitaan atas permintaan Jaksa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bila oleh Kejaksaaan akan dilakukan penyitaan terhadap rekening seorang nasabah bank, maka oleh Kejaksaan dikeluarkan surat perintah penyitaan.

2. Jaksa yang melakukan penyitaan tersebut, dengan menunjukkan surat perintah penyitaan meminta kepada pimpinan bank agar terhadap rekening nasabah yang termaksud dalam surat perintah penyitaan dilakukan pemblokiran.

3. Setelah dilakukan pemblokiran terhadap rekening nasabah yang bersangkutan oleh petugas bank, pimpinan bank menyerahkan surat kepada Jaksa tersebut, yang isinya menyatakan bahwa rekening nasabah yang bersangkutan sebagaimana termaksud dalam surat perintah penyitaan telah diblokir dan bahwa bank menerima rekening nasabah yang telah disita sebagai titipan sitaan Kejaksaan.

4. Terhadap penyitaan rekening nasabah yang bersangkutan oleh Jaksa dibuatkan berita acara penyitaan dan sehelai tindasannya diserahkan kepada pimpian bank.

5. Pencabutan terhadap penyitaan/pemblokiran rekening nasabah bank yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan penyitaan yaitu Kejaksaaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Kejaksaan Agung No. B.278/D.2/6/69 tanggal 26 Juni 1969 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/376 UPPB/PbB tanggal 11 September 1969.

Sedangkan mengenai pelaksanaan pemblokiran atau penyitaan atas permintaan Kepolisian harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyitaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap rekening seorang nasabah bank harus mempunyai dasar hukum yang cukup dan harus dibuat surat perintah penyitaan, sedikitnya oleh Komandan Resort setempat atau Komandan Team Penyidikan yang khusus bergerak di bidang ekonomi keuangan.

2. Setelah pemblokiran tersebut dilakukan, maka pimpinan bank hendaknya memberikan surat pernyatan kepada pihak Kepolisian bahwa :

a. Terhadap rekening nasabah yang bersangkutan telah dilakukan pemblokiran.

b. Bank menerima rekening nasabah yang telah diblokir tersebut sebagai titipan sitaan dari Kepolisian.

3. Oleh pihak Kepolisian dibuatkan berita acara penyitaan yang disaksikan oleh Pimpinan Bank atau Pejabat Bank. Sehelai tindasan dari berita acara penyitaan tersebut diserahkan kepada Pimpinan Bank.

4. Untuk kepentingan pemeriksaan dan pengusutan lebih lanjut, misalnya untuk mengetahui jumlah rekening nasabah yang telah disita, pihak Kepolisian memerlukan suatu izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan rahasia bank.

5. Pencabutan terhadap penyitaan/pemblokiran rekening nasabah bank yang bersangkutan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan penyitaan yaitu Kepolisian.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Departemen Angkatan Kepolisian No. Pol.028/9/I/EK/67 tanggal 13 September 1967, Surat Kepolisian Kepada Pangdak No. Pol.4/260/TPC/DEOP/X/70 tanggal 31 Oktober 1970 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/843 UPPB/PbB tanggal 30 Januari 1971.

Pemeriksaan selanjutnya oleh instansi-instansi yang berwajib mengenai pemblokiran rekening dan penyitaan harta kekayaan nasabah bank, harus dilaksanakan tanpa melanggar ketentuan rahasia bank. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Departemen Angkatan Kepolisian No. Pol.028/9/I/EK/67 tanggal 13 September 1967 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/507/UPPB/PbB tanggal 18 September 1970.

Apabila terdapat nama-nama pemegang rekening yang telah dibekukan atas permintaan Kejaksaan ataupun Kepolisian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan namun ternyata dalam waktu yang cukup lama belum ada penyelesaian, supaya segera diberitahukan kepada Bank Indonesia dengan menyebutkan :

1. Nama dan nomor rekening yang bersangkutan.

2. Nomor dan tanggal surat perintah penyitaan dari Kejaksaan atau Kepolisian.

3. Salinan berita acara penyitaan.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/93 UPPB/PbB tanggal 10 November 1970 dan Surat Departemen Angkatan Kepolisian No. Pol. 028/9/I/EK/67 tanggal    13 September 1967.

Dalam hal ada permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah bank oleh pihak Pengadilan dalam perkara perdata, maka bank harus memenuhi permintaan tersebut tanpa perlu melanggar ketentuan tentang rahasia bank. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/507 UPPB/PbB tanggal 18 September 1970.

Jadi singkatnya adalah sebagai berikut :

1. Pejabat yang melakukan penyitaan atas simpanan dana maupun barang simpanan nasabah harus menyerahkan surat perintah penyitaan yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi bersangkutan yang berwenang.

2. Penyitaan untuk kepentingan perkara pidana disamping harus menyerahkan surat perintah penyitaan, juga pejabat yang bersangkutan harus menyerahkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka tanpa disertai surat izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat.

3. Penyitaan untuk kepentingan perkara perdata disamping harus menyerahkan surat perintah penyitaan, juga pejabat yang bersangkutan harus menyerahkan tindasan Surat Penetapan Hakim Pengadilan setempat.

4. Apabila pejabat yang melakukan penyitaan simpanan dana nasabah ingin mengetahui data keuangan nasabah yang disita, maka pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

B. Masalah Informasi Rahasia Bank Antar Bank

Tukar menukar informasi antar bank adalah permintaan dan pemberian informasi mengenai :

a. keadaan kredit yang diberikan oleh bank kepada suatu debitur tertentu.

b. keadaan dan status suatu bank.

Bank dalam rangka memperlancar dan mengamankan kegiatan pemberian kreditnya dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan suatu debitur tertentu. Permintaan informasi kepada bank lain diajukan secara tertulis oleh direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta.

Permintaan informasi mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh :

a. Bank Umum kepada Bank Umum

b. Bank Perkreditan Rakyat kepada Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang diminta informasi wajib memberikan informasi secarat tertulis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pemberian informasi mengenai nasabah yang masih tercatat sebagai debitur aktif bank pemberi informasi, cukup dengan menegaskan bahwa nasabah dimaksud adalah debitur bank yang bersangkutan.

Pemberian informasi mengenai nasabah yang tidak lagi tercatat sebagai debitur aktif bank pemberi informasi, dapat meliputi :

a. data debitur;

b. data pengurus;

c. data agunan;

d. data jumlah fasilitas kredit yang diberikan;

e. keadaan kolektibilitas terakhir.

Informasi yang diterima sebagaimana dimaksud di atas, bersifat rahasia dan wajib digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan informasi. Bank yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif yang dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Bank atau lembaga lain dalam rangka melakukan kerja sama atau transaksi dengan bank, dapat meminta informasi mengenai keadaan dan status suatu bank melalui Bank Indonesia. Permintaan informasi dimaksud diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggunaan informasi yang diminta. Informasi mengenai bank yang dapat diberikan oleh Bank Indonesia meliputi :

a. nomor dan tanggal akta pendirian dan izin usaha;

b. status/jenis usaha;

c. tempat kedudukan;

d. susunan pengurus;

e. permodalan;

f. neraca yang telah diumumkan;

g. pengikutsertaan dalam kliring;

h. jumlah kantor bank.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/120/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Tata Cara Tukar Menukar Informasi Antar Bank.

Dari uraian tersebut di atas meskipun tukar menukar informasi berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, tidaklah menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah debitur yang dapat menjadi korban kerugian dari tukar menukar informasi tersebut. Karena hal tersebut bisa terjadi apabila adanya rekayasa informasi dari oknum petugas bank pemberi informasi yang kebetulan sedang mempunyai masalah pribadi dengan debitur yang diminta informasi tentang keadaan selama menjadi debitur bank tersebut.

Untuk itu seyogyanya, informasi antar bank harus melibatkan pejabat Bank Indonesia secara langsung untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang diberikan oleh bank pemberi informasi, sehingga rekayasa informasi tidak akan terjadi. Akibat dari rekayasa informasi inilah yang akan menimbulkan kerugian bagi debitur. Terhadap oknum petugas bank yang memberikan informasi rekayasa dapat dituntut telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya sebagai berikut :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.7) (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 346)
Disamping itu pula si pemberi informasi rekayasa dapat dituntut secara hukum pidana, karena telah memberikan informasi palsu sebagaimana tercantum dalam pasal 264 KUHP berbunyi sebagai berikut :

(1) Yang bersalah karena memalsukan surat keterangan dipidana dengan pidana selama-lamanya 8 (delapan) tahun. Kalau perbuatan itu dilakukan terhadap :

ke-1.
Surat pembukti resmi (akte otentik);

ke-2.
Surat utang atau surat tanda utang dari suatu negara atau sebagainya atau dari suatu lembaga umum;

ke-3. Sero atau surat utang atau surat tanda sero atau surat tanda utang dari suatu perhimpunan, yayasan, perseroan atau maskapai;

ke-4.
Talon atau surat untung sero (dividend) atau surat bunga uang, dari salah satu surat yang diterangkan pada ke-2 dan ke-3, atau tentang surat pembukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat itu;

ke-5.
Surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

Dipidana dengan pidana itu juga barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian.8) (R. Sugandhi, 1980-. 281)
BAB III
P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah yang telah dibahas untuk diberikan gambaran yang ringkas tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Rahasia Bank Dalam Praktek Perbankan di Indonesia. Adapun kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal ada permintaan penyitaan harta kekayaan nasabah bank oleh pihak Pengadilan dalam perkara perdata, maka bank harus memenuhi permintaan tersebut tanpa perlu melanggar ketentuan tentang rahasia bank. Jadi singkatnya adalah sebagai berikut :

(1) Pejabat yang melakukan penyitaan atas simpanan dana maupun barang simpanan nasabah harus menyerahkan surat perintah 
(2) penyitaan yang ditanda tangani oleh Pejabat Instansi bersangkutan yang berwenang.

(3) Penyitaan untuk kepentingan perkara pidana disamping harus menyerahkan surat perintah penyitaan, juga pejabat yang bersangkutan harus mnyerahkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak maka tanpa disertai surat izin dari Ketua Pengadilan negeri setempat.

(4) Penyitaan untuk kepentingan perkara perdata disamping harus menyerahkan surat perintah penyitaan, juga pejabat yang bersangkutan harus menyerahkan tindasan Surat Penetapan Hakim Pengadilan setempat.

(5) Apabila pejabat yang melakukan penyitaan simpanan dana nasabah ingin mengetahui data keuangan nasabah yang disita, maka pejabat yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat izin tertulis dari Pimpinan Bank Indonesia.

2. Tukar menukar informasi berdasarkan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, tidaklah menutup kemungkinan adanya pihak yang dirugikan yang dalam hal ini adalah debitur yang dapat menjadi korban kerugian dari tukar menukar informasi tersebut. Karena hal tersebut bisa terjadi apabila adanya rekayasa informasi dari oknum petugas bank pemberi informasi yang kebetulan sedang mempunyai masalah pribadi dengan debitur yang diminta informasi tentang keadaan selama menjadi debitur bank tersebut. Untuk itu seyogyanya, informasi antar bank harus melibatkan pejabat Bank Indonesia secara langsung untuk mengetahui kebenaran dari informasi yang diberikan oleh bank pemberi informasi, sehingga rekayasa informasi tidak akan terjadi.

B. Saran-saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini penulis juga hendak menyampaikan beberapa saran, yang kiranya dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam usaha mengadakan perbaikan dan juga yang mungkin bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Adapun saran-saran yang perlu kiranya penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam sengketa perdata, bank diharapkan mengikuti perintah pengadilan untuk memblokir sejumlah uang nasabah sebagai sita jaminan sehubungan dengan gugatan yang diajukan terhadap nasabah bank di pengadilan. Untuk menjamin keseragaman pelaksanaan perlu dikeluarkan surat edaran bersama antara Mahkamah Agung dengan Bank Indonesia.

2. Agar rahasia bank ini tidak disalahgunakan oleh pejabat bank untuk menyembunyikan berbagai bentuk penyelewengan, pengawasan yang lebih ketat terhadap administrasi bank perlu ditingkatkan.
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